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BUPATI SUMBA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR/4TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT,

bahwa untuk menindak lanjuti Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPIMD) Kabupaten Sumba Barat Tahun
2010-2015, perlu menyusun dan menetapkan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah yang dituangkan
dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD):

bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2013
disusun berdasarkan skala prioritas pembangunan daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Sumba Barat tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumba Barat Tahun 2013;

Undang = Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah—daerah Tingkat
I Baii, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang — Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang — Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);
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Undang — Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang — Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4438),;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi
Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3373);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Tahun 2011 (Lembaran Negara republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4385);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 8 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba
Barat Tahun 2008 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 1
Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2009
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat
Nomor 0001 );

Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 3 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Sumba Barat Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumba Barat Tahun 2009 Nomor 3 );

Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 16

Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2010-2015 ( Lembaran

Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2011 Nomor 16,

'ggg":t;ahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor
2);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT
TAHUN 2013
BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan
Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.
Bupati adalah Bupati Sumba Barat.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah
Dokumen Perencanaan Daerah untuk Periode 1 (satu) Tahun atau disebut dengan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahunan.
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BAB II
RENCANA KERJA

Pasal 2

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2013 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

RKPD ini merupakan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menentukan
dan menetapkan skala prioritas perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan
pembangunan daerah pada Tahun 2013.

Pasal 4

Pelaksanaan lebih lanjut RKPD dituangkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Sumba Barat Tahun 2013.

Pasal 5

Penuangan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan memperhatikan
kemungkinan-kemungkinan perubahan dan perkembangan keadaan yang memeriukan
langkah-langkah penyesuaian terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPIMD) Kabupaten Sumba Barat Tahun 2010-2015.



BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tan

JUBILATE PIETER PANDANGO

Diundangkan di Waikabubak
pada tanggal ,1 Maret 2012
PIt.SEKRETARIS DAERAH
KABUPA SUMBA BARAT,

UMBU DINGU DEDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2012 NOMOR .....




